BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.308, 2009 DEPARTEMEN PEINDUSTRIAN. SNI. Industri.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 86/M-IND/PER/9/2009
TENTANG
STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang
sehat, perlindungan konsumen dan meningkatkan mutu dan
daya saing industri dalam negeri, perlu mengubah dan
mengatur kembali ketentuan mengena perumusan SN,
penerapan SNI, pemberlakuan SNI secara wajib, penunjukan
Lembaga Penilaan Kesesuaian, pembinaan SNI dan
pengawasan SNI bagi barang dan atau jasa di bidang industri
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Perindustrian  Nomor  19/M-IND/PER/5/2006 tentang
Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia di Bidang Industri dibawah pembinaan
Departemen Perindustrian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274),
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. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan

Agreement Establishing The World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3564);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang K epabeanan

(Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Tahun 1995 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang

Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3330);

. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisass Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4020);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesa Nomor 187/M
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesa Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun
2007;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisass dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007,

13.Peraturan  Menteri Perindustrian  Nomor  01/M-
IND/PER/3/2005 tentang Organisas dan Tata Kerja
Departemen Perindustrian;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  14/M-
DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang
Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia
(SNI)  Wajib terhadap Barang dan Jasa yang
Diperdagangkan;

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan Dan Tata Cara
Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
STANDAR NASIONAL INDONESIA DI BIDANG
INDUSTRI.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI
adalah standar yang ditetapkan olen Badan Standardisasi
Nasional yang berlaku secara nasional di Indonesia.

Rancangan Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya
disingkat RSNI adalah rancangan SNI yang dirumuskan oleh
panitia teknis setelah tercapa konsensus dari semua pihak
yang terkait.

Perumusan SNI adalah rangkaian kegiatan sgak
pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun RSNI,
rapat-rapat pembahasan RSNI, sampa proses penetapan
RSNI menjadi SNI.

Penergpan SNI adalah kegiatan Produsen atau Importir
dalam menggunakan SNI secara sukarela atau wajib.

Revisi SNI adalah kegiatan penyempurnaan SNI sesua
dengan kebutuhan.

Pemberlakuan SNI Secara Wgjib adalah regulasi teknis atas
barang dan atau jasa yang ditetapkan olen Menteri dan
diberlakukan secara wajib di selurun wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Akreditas adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh
Komite Akreditass Nasional yang menyatakan bahwa suatu
lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk
melakukan kegiatan sertifikas tertentu.

Sertifikasi Sistem Mangemen Mutu adalah rangkaian
kegiatan penerbitan Sertifikat Sistem Mangemen Mutu
kepada Produsen yang mampu menergpkan Sistem
Managjemen Mutu menurut SNI 19-9001 atau standar lain
yang diakui secarainternasional.

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya
disebut SPPT SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan
Tanda SNI yang diberikan kepada Produsen yang mampu
menghasilkan barang dan atau jasa yang sesual persyaratan
SNI.
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10. Sertifikat Spesifikas Teknis SNI yang selanjutnya disebut
SPPT ST adalah Sertifikat Penggunaan Tanda ST yang
diberikan kepada Produsen yang mampu menghasilkan
barang dan atau jasa yang sesuai persyaratan Spesifikas
Teknis.

11.Barang adalah setigp benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat
dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang diproduks
dan diperdagangkan, untuk dimanfaatkan oleh konsumen
antara dan atau konsumen akhir.

12.Jasa adalah setigp layanan yang berbentuk pekerjaan atau
prestas yang disediakan oleh Produsen untuk dimanfaatkan
oleh konsumen, yang dapat berupa jasa keteknikan industri
atau jasa pelayanan teknik.

13. Sistem Standardisas Nasional, yang selanjutnya disingkat
SSN adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan
standardisasi yang seras, selaras dan terpadu serta
berwawasan nasional, yang meliputi penelitian dan
pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan
standar, pemberlakuan standar, penergpan standar,
akreditas, sertifikas, metrologi, pembinaan dan pengawasan
standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentas,
pemasyarakatan serta pendidikan dan pelatihan standardisas.

14.Badan Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disingkat
BSN adalah Badan yang membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang
standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Produsen adalah setiap orang perseorangan, badan usaha
atau badan hukum yang melakukan kegiatan produksi.

16.Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat
KAN adalah suatu lembaga non struktural yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,
yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga/laboratorium
untuk melakukan kegiatan sertifikas.

17. Lembaga Sertifikasi Produk adalah lembaga yang melakukan
kegiatan Sertifikas Produk.



